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HERATURAN DAFRAH KOTA KUPANG
NOMOR 09 TAHUN 2007
FENTANG
RETRIBUSTIZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG VIALLA ESA

WAl IKOTA KUPANG,

hikwi herdasarkan Peraturan Semerintah Momor 38 Tahun 2007

:51".".'.111;_-| 4 e
entang  Perrhagian Upisart  Pemetintahan  Aniard Pemerintah,
Pemerinteh Dagrah Provinst, dan Pemerintah D wrah ¥abupaten/Kota,
. daersh dapat menyelenggarakan pelay an di bdang Retribust;
4.1 o hohws  bordasarkun kEWEI‘IElT"I;'._{EH yane ada, dasrah. dapat
k 1| penyelengparakan pelayanan di hidanp Petrinusi lzin 1/saha
i Perikanarn.:
! ¢, bahwa daiam rangka peninggatan [Jsaha Pengelolaan dan Pemanfautan

¢, hahiven bepdazar<an pertimbangan s2

feingarl L I

9. 1pdang - Undung Nomar g Tahon 1961 12

Sumherdaya Perikanan dan Kelautan, maka perlu dilakukan pénataan

memberian pelayanan izin Usaha Perikanan bagi Crang Pribadi

maupun Badan Hukum sejenisnya yang melakacan usaha dibidang
perilanan |
bagaimana dimnaksud pada huruf

. manil b dan horuf e, periu nembentuk Poraturan Dacrah tentang

Retribusi 17in Lisaha Perikanan.

Undang - Undapg Nomar 64 Tahun 1958 tentang Pembertukan

Duerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barzt dan Nusa

Tenggera Timur [Lembaran Megara Bepublik Tndonesia Tahun 1558

Nomor |15, Tambanan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor

| 6549 )
ntang Hukum Acara Pidana

Lembarar Negara  Republik lpdonesia Tehun 1981 Nomor, 70,

[ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ’,1‘-/




Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekanomi

Lad

Eisklusif Indonesia (ZEED (T.embaran Megara Republix Indonesia
Tahun 1983 Nomor 44, Tamishan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3260):

4. Undang - Undang Nomoer 5 Tahun 1990 zentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayat dan Ekosi:temnya (Lembaran MNegara

~

Republik IndenesiaTalun 1990 Nomor 49, Tambpahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 3419); |

5. lindang - Undang Nomar 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotariadya Dasrak Tingkat 11 Kupang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahug 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran hegara
Republik Indonesia Nomor 3633 |

6, Undang - Undang Nemer 1§ Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daeral (Lembatan Né'gam Ri:pi_.ih!i!-; Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048): sebagaimana tefah dinhah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah (Lembaran
Nexara Republik Indonesia | ahun 2000 Nemor 246, Tambahan
Temharan Megara Republik [ndenesia Womor 4048}

Nomor 23 Tahun 1997 teatang Fengelolaan

7. Undang — Undang I

(T.embgran Negara Republik Indonesia Tahun

Lingkungan Hidup
1907 Nomaor 68, Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia
Nomar 3659);
8. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang !:{eunng:m-ﬂegara
i (Lembaran -Negara Republik ndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
‘Vambahan Dembaran Nezara Republik [ndonesia Nomor 4286);
9 lndang — Undang MNomor 10 Tzhen 2004 tentang Pembentukan

Persturan  Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

| (ndonesia Tabun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Resublix Indonesia Nomar 4389);
Nemor 3! Tahun 2004 tentang Perikanah

VU UVBEBUYUUUUUUUBYEL B

10, Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,

E
]
2

[ambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4197);

|1, Undang - Uadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzh Daerah
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomaor 1235,
‘[ambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Nemor 4437,
sehagaimana teleh diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun z.

2005 lentang Penctapan Peraturan Pemsrintzh Pengganti Undang -/

J U U g
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Undang Nomer 3 Tabun 005 tentang Perubahan atas

Dndang  Nemer 32 Tahun 204 tenlahg Pemerintal

menjadi Undang - | Inuzng (lLembaran Negara Republik Inuc.

Tahun 2005 Nomor 103, Tambghan Lembaran Negara Republis
|ndonesiz Nomor £348).

12, Peraturan Pemerimah Nomer v& T.dwn 1084 tentang Pengeloiaan
Sumberdaya Hayall di Zona Ekonomi Eksiusif Indonesia (ZEED

(Lemparan Neogard Republik Indoresia Tahun 1984 Nomor 23,

Tarmbakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 275N

|5, Peaturan Pemeriniah Nomor 29 Tahun 1969 tentang AMDAL

(Lembaran INepara Republik Indoresia Tehun 1999 Momer 549,

Negara Republik [ndonesia Nomor 38387

ambahan Lembaran
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarit Atas

tenls  Penerunaan  DNegara Bukan Pajgk vang Berlaku pada

q dan Perikanan (Lembaran Negara Republik

ldoncsia Tahun 2000 Nomaor 237 Tambahan Lembaran Negara

Departemen Kelauta

Republik Indonesia Nomor 4059);
arak Nomor 66 Tamu 2001 tentang Retribusi

15, Peraturan Pemetl
% Indotiesia Tahun 2001 MNomaor

Daerah (Lembaran Nogara Repukli

| 19, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 412932

14, Petaturan Pemerintah Normor 34 Tahun 2002 epang Usaha Perikanan

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100

{T.embaran
amnharan Negara Republik [ndonesia Nomor 4230)

4 |7, Peraturen Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Tarif Atas

Tambalan

Perarirnaan  Neparz  Bukan Pajak Yang Berlaku pada

Tenis
dan Perikanan (Lembaran Negara Republik

Departemen Kelauian
Indanesia Tahun 2002 Nomaor 118, Tambahan Lembaran Magara
Republix Indonezsia Nomor 4241);

13 Peraturan Pemerimiah Pomar 19 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarain Pemetintzhan Daerah
165,

(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Tambehan Lembaran Negar Republii Indonesia Nomor 4539},

|4 Peraturan Merzeri Dalam Negari Nenier 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dar Berk Prodek Hukum Daerah:
2006 tentang

15 Peraturan Menteri Dalaw Meger: Nomor 16 Tanun

Prosadur Penyusunan Produk Hukum Dacrab;
2006 tentang

16. Peraturan Menten Dalam Negeri Yomer 17 Tabun

Iembaran Daerah dan Rerita Daerah: /

17, Kepurusan Presiden Republik Indonesia Nomar 32 Tahun I‘J?‘J/-'r-“_

T
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tentang Kawasan Lindung:
18 Kenutusan Menteri Dalam Megeti Republik Indonesia Nomor 175
Fahun 1997 enteng Cara Pemnungitan Retribusi Daeran;

19, Kepulusan Menteri Pertanlan Republik Indonesia Nomor 392 ¢ Kpts /
[k, 120/ d ' 1999 tentang Jalur-jalur Penatekapan lkan;

20, Keputusan Mentet! Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 17 Tahur 200 tentang Jenis Usaha dan / atau kegiaten vang
wajib dilengkapi denginn AMDAL:

21, Keputzan Menteri Negare Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
lentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL;

22. Keputuszn Menteri Negara Lingkungar, Hidup Nomor 2; Tahun 2002
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

23, K:;;sutus:m Manteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
MNomar KEP,1O/MEN/Z003 tentang Petijinan Usahia Penangkapan [kan;

34, Keputusan Menteri Kelautan dan Ierikanan Republik Indonesia
Nomar KEP.13/MEN/004 tentang Padoman Pengendalian Nelayan
Andon Dalam Rangka Pengelolazn Sumberdaya [kan;

75. Peraturan Dacrah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Orgunisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang

(Tambzhan Lembaran Dasralh Kota Kupang Nomor 48 Tahun 2002
Reri D)

Dengan Persetujuan Rersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUFANG

dan

WALIKOTA KUFANG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

PERIKANAN '

BaRB1
EETENTUAN UMITM
Pasal 1

Peraturan Dasrah int yang dimaksud dengan |

iaarah adalzh Kot Kupang, :
smeriniah Daeran adalah Pemsrintah Kota dan Perangkat Daerah sebapgai unsur

snyvelengpara Pemerittahan Daerall

/alikota adalah Walikata Kupang, /—
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chwaktlan Rakyat Dasrah

wwan Pervakitan Rakyal Nacah  vang

- Kota Kupang
it ndalah Dinas Perikana
pjabat adalah Pegawal yang dibe
ngan Peratutan PerUndang
wudan Usaba ndalah suat be

wrseroan Komediter, Perseroan laivmya,

wma dan bentuk apaput, persekL,
jAng sejenis, lemba
tarikatan adalah semud kegiatan yan

mberdayva (Kan dan Hnekungannya

qmipal denpan pemasitan. yan
lean adalah segala jens DEEAnisme
di dulany lingkunpan peraian.

yahs Petikanun adalali semiad uszha
menanghap dan memb

mengolai, mengawve tkan dan mem

[Ferusatiaaty
aleh Warp Negard Republik
“elayan adalab orang
Nelayan Andon adalah nel

mehgpunakan wanal perikana

((i7) dengar
nelavan tersepul herplangRaial
colatif lama di pelabuian perikanan
Penanukapan kan ada
keadaan dibudidavakan.
Kepal Perikanan adzl
Gdak lebin 10 GT dan ataa ¥
yang dipergunakan
eksplorasi perikanan.
| Kapal Maotor adalah kapal atau peranu
| di bagian dalam kapal atau neraba,
| Peraku Motor Tempel adalahl peranu
lenage nenggerak yang diremps
Body Tepa adala
kapal penanghkap dan memasarkan ke
Alat Tangkap Tkan

anbuk menangkap 1Ran dizesu

Perikanan adalab perusahaan yd
an Badan Hukum Indonesia.

va melakukan perangkapan ikan.

Indonesia d

g vang mata pencahariann

dnerah menangkapan yang
atay berhasis sementard wkiu

selanj

efl tugas tettentu di bidang
- Undangan vang berlaku.

muk  hadan dsaha yar g mell
tadah Usaha HAilik Negara alau Dacrah dengan
tuan, (irmé, kopetasi, kongs
ga, dana pensii, wennuk usaha tela
g hﬂrhu'mmg_ah dﬂﬂg?—.:lﬁ_ petigelolaan

mulal dard pruﬂrﬁduksi. pruduh!
o dilakeanakan Jalar suatu sistem hisnis perikanan.

yang seliruh atau

butk peroranga
udidavakan tkan, termasuk kegpatan

asarkan Hean

ayan yang melakukan kegi

an beruxuran 2dak lebibh dari

luar daeran asal nelay

lah kegiatan untik memp

ah kapal atau porahu dan ata

ang mesinaya herkekuatan tidak lebili

anmk melagukan penangkapan ikan termasuk melakuken survel

yang digerakkan

yang menggunakan mesin { m
~lkan di luar bad

h perahu molor Yans digunakan

Rtk tujuan komersial.

g melakukan II.E,S-E.i".i] pe

hamibah-ubah ai

eraleh ikan

utmva disebut DPRD adalah  Dewan

an dan Kelzaian Kota Kupang.

betribugl Daerah sesuai
putl persetonii Terbatas,

i, yaydsan atau organisasi
p sefia Er:,ntuk usaha lainnya.

dan pemantaatan
iﬁlcngt':lahan,

chagian dari siklus nidupnya herada

n maupun badan Tk untak

menylpan. mendinginkan.

rikanan dan celautan

atan perangkapan ikan dilaut dengan
10 (zsepuluh) Gross Tonnege
au  berpindah-pindah schingga
stau dalam wasly Youg
an tersenut.

Jj perairan yang tdak dalam

lainnya yang berukuran
10 Daya Kuda (Dk)

n alat apung

L

sleh motor / mesin yang dipasang

otor tempel scbagal

an perabu / di buritan.
dari

antuk. membeli, mengumpul ikan &

rempat pomasacan ikan

adalah sarana penangkapan

5

stz benda-benda lainhya yang digunakan

nikan dengan kefentuan ¥ang berlaku.
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ahudidavaan  kan  adalah kegiatan  untuk memeiiiara, membesarkan, dan/atau
nasuk

mbiakkan ikan seria memancn Lasiinya dalam lingkungan yang terkontrol, tert
datan  yang menggunakan kapal uniuk memua, mengangkut.  MERYImMpan,

ndinginkan, menanzani, men solah, dain/atau men awetkanny
B = 2 ¥

wek retribusi izin usaha perikanan adalah setiap pelayanan yang diberikan olch

merintah Dacrah.
rang atau badan hukum  yang

jbyek rettibusi izin usaha perikanan adalah setiap o

elabukan usaha dibidang perikansin.

ajib rerbis adalah crang atav badan qukum yang menurul peraturan perundang -

wituk  melakukan pembayaran retribusi  termasuk

wunpan  retribusi diwajibkan
tribusi tertentul

fasa retribusi adalah suatt jangke waktu fertenly yifig mempunyai batas wakmn:  bag
anfaatkan jasa dan izin tettentu dari Demerintzh Daerah.

ng disingkat §SRD adalub surat yang oleh wajld

spibust dignnakan untuk melakukan pembayaran alad peavetoran retribus] yang berutang

Jain yang ditetapkan aleh Walikota,

smunplian aldy pemotongan re

afib retribusi untuk mem

Spat Setoran Rerribust Dacrah ya

& kas daerah aau ke tempal pernbayaran

turat Ketetapan Retribust Dacrah vang disingkal SKRE adalzh surat ketetapan retrlbus

anp mensntuken besarnya pokok retsibus,

siptbusi Daeran vang  disingkat Al
herppa hunga dan (atav denda,

disingkar SPTRD adalah surat yaiis oleh

mbavaran retribusi,

tyrat Tagihan RD adalah surat untuk melakukan
apihan rerritusi dan / alausan i idministras: |

Girat Pemberitabiuan Retribust Daerah yang
wajib rewribuss dipunekan untuk welanorkan peshitungan daa { atau pe
sbavek retribusi dan [ atau bk dan keweajiban menunu keteniuan peraiuran perundang -

undangan retribusi dacrak
vang harus dimiliki cleh perorangan aau badan

Usaha Perilanan adalah izin tertulis
guunakan sarana produksl yang

[z1m

bk unlul melakukan usang perikanan dengan men

_Undangan vang beclaku.

sesual ketentuan perlndang
Perorangun adalah neldyan atat perorangan yang melakukan penangkapan ikan budidaya
atau prergusahizan untuk pemneroleh manfaat langsung dati sumber daya ikan dan atau

[Lnpkupgannyy,
| Badan Hubum adalah kumpulan arang-orang yanp, melaksanekan suatu usaha sgcara

Byngutan Penkanan adalah pungutan yang dikenakan pada perorangan atau badan

heranma-sama setelah memperniel legaliias husum.
hukum

langsung dari  sumber dava ikan dan atal

karena  Lelah mempersleh  maniaal

lingkunganoya:
Rerribusi Trin Usaha Purikanan yang selamjutnya dapat disebut Retribusi adalah
yang dimiliki dan atau

winbayaran atas melavanan penygdiaan izin usgha perikanan
P ¥ pobd ) P

dikelola oleh pPemerintah Dacrah.
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Pemmerixsann adalin corangkatan keglatas untuk mencar, mengumpulkan dan mengelole

dan atay keterangan lainnya dajarn tangka pengawdsan kepatuhan pemenihan kebutuhan

retribusi dacrah berdasarkan peraiiran PerUndang - Undngan retribusi daerah,

Pepyidikan o dak Pidana o) Bidang Rel ibusi Daeran adalah sorangkaian tindakan yang

dijakukan oleh Penyidik Pegawai Negar Sipil
ulkan buktl dan dengan bukti iw men

yang seianjuinya disebut Penyidik, untuk

inerican serta mengume tyat terang tindek pidana di

bidang Retribusi Daerah yang terjadi sertd mehemukan tEISanEsanya.

L

24 BAB 1l
MNAMA, OBYERK DAN SUBYEK RETRIBUSIL

Payal 2

Perikanan dipungut retridusi aras pembayaran pelayanan

s Retribesi Lzin Usans
atat badan hukum cesuai lingkup kegintan usahu

TN
eerian izin xepads orang pribacdl

Ahandn.

Dasal 3

*

ywek Rerribusi sdulah pelayanan aemberian 1Zin useha perikanan cesuai lingkup kegiatan

sha perikanan melipit

Penanskapan Jxan:

Pembelian, Pengumpulan Gan Pemasaran Hasi] Perikanah:
pengalahan Hasil Perikanan
Pembudidayaan fTkan,

Pasal 4

ik Retribusi adalan setian orang atan badan hukum yan melakukan usaha perikanan sesual
- - -t -

cundang — undangar Yats herizki.

DA I
WILAY A PEMUNGUTAN _

-

jan Retrbusi [zin Usabe Perikanan adalah Wilayah Dasrab.,

FPasal =

layith pemangt



AR IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pusal i

fbusi sin Usaha Perikanan digolongsan sebagrl Retribusi Izin Tertenti,

BARV
UR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

CARA MENGUK

bhat Denpgunden Jusa tzin Usaha Perikanan dikitng berdasarkan jenis, ukuran,

bk wakiu L2in sesual lingkup kepnitan usala perikanan.,

RABR VI

PRINSIP DAN SASA RAN DALAM

PENETAPAN STRUKITUR DAN RESAR TARIF RETRIBUSI

Pri.‘*'ﬁ:l. 2

Prinsin dan sasarly dalam penglapan Sirukiur dan besarny: tarif ratribusi

Fdusarkan padit tujuun unitk MENUEE sehitg
pemberian 1zin vang hersangkutan.

§ Biuya sebapaimana Gimpaksud pada ayat (1)
L
nengendalian dan pengawasin, penggunaarn surmber

melindungi kepentingan urmum dan mendjaga kel
Lelancaran penyediaan izin uszha perikanan melipoti bigya ratin
i

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Baszal

| Struktur dan besuroya aritf didasarkan pada jenis usaha yanug dilakukan.
" 4 o o' =

[ retribust ditelapkan sebag

ST

Sk tur dan besarny 1A
a. Surat Izin Usaha Penikanan {

b Supar lzn Penangkapan Han (SIPE) 2

fan atmn seluruh biaya penveleng
adalah untuk pembinaan,

wetarian lingkungan seria untuk

ai perikal
Rp. 100.000.-

satnan dan

Perizimalt eritntu

parasah

pengaturan,

dava perikenan dun Kelaytan guna

mendukung

dan administras) wmum.

2
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| TENIS KAPAL TKAN ‘ SATUAN/ TARIT (Rp)/
: IALAT TANGEAR) . UNIT TAHUN
L _]_’h Cincin T Per Urit 150.000.~/thn
(Purse Seine] [ Lampara
Bugan [anam [ Per— Unil | 30.000,-/thn |
I_hl!;m Apung = L Per—Unit 200.000.-/thn
} P:I.['(I]I"a. | )
} | Rawal ! Long Lane . Per - Linit 123.000.-/thn
! | - Papeing lainn Per — Unit 40.000,-thy
e [ Al t'Jeﬂnbndp'm.mcl ' :I Der —Unit - 50.000,-/thn
Sural lzin Budidaya (SIB) Rp. 130.000.-~thn;

 Sural lzin Pembelian. Penvumpuian dan Pemasaran Tkan Rp. 123.000,-/thn;

g

BAD VI
MASA RETRIBLSL, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSL
Pasal 10

basa retribusi adalah jangks wakm yang ditetapkan merupakan batas waktu bagi wajib
upibusi unruk memanfastioan jasa usaha perikanan dari Peanerintah Daerah.

tasa retribust untuk jenis usaha perikanan penangkapan ikan, pembelian dan pengumpulan
ysil laut, pemasaran. pengolahan ikan, budidaya dan Kariu Tanda Pengenal Melayan Andaon

dalah janglka waktu yang lamanya ditetapkan 3 (tiga) tahun,

b

Fasal 11

buei terhutang terjedi pade saue dierbitkennya STRD  atau dokumen lain yang

s mskan,

Pagal 12

semberitahuan cetribusi terhutang terjadi pada saat dilerbitkannya SKRID yang lerhutang, J-’f__e

my



RAB X
N RETRIBUSL

UEHT

tasackan pada SPTRD dengan ‘mencrbitkan SKRD

(.

getrilael yani teruta’ b di

5&1&1

dokumen laint Yang dipersam
ahﬁi GPTRD tidak dipenuhi wil|

ésecum jubatan.
. dan isi SKRD ditetapkan zlen Walikota.

akan,
sestinya maka diterbilkan

b rotribusi sebagaiman @

ﬂ.*"ab =

=
k—
= FATA CARA PEM
=

BAYARA i
Pasgal 14

pat lain yang ditunjuk

=) bayasan ittt dmerah ditalokan di kas dasrah atall ditem

apal wetlity yang Lipentukar dengen FEn e R R SKRD, SKRD Jabatan dun SERRD
Hhubian.

et hal peimbiyadn diiunjick, maksa ksl retribus] daerah

ka kas dacrah sel

Tiskeuban i tempit Ll yang
24 jam atau dalam waktu yane

arabal-lambatrya ] X
administrast.

ayat ini dikenakan anksl
g ditentukan sehagaimana
nga sehesar 2%

rus digelol

:’cntuknn sleh Walikota, penyimp:
pu.biia pernbay lakukan setelah [ewat waktu yeo
sirasi perupa bi

'u kgl pada ayal

epan Menes

ngan rerhadap

Arar retribusi di
(13, makd dlkenakan canksl adriini

hizkan STRID.
uh persen)

liia persen) ¢
anksi 10 % (sepul

5-.5:;1'::’_“: Cendaliand pdel roe

W AeToTAn birizlhi.

Jaksanakan ayat (2} dikenakan s

BaB X

TATA CARA ?T‘Zi‘f‘uUHGUTAN

Pasal 13

Prmunguian resribusi

SERD dan SERDEDBT ad

enpounakar

otribusi dipungt Jengan

a diparsamakil.

fiduk dapat diborongkan
dokumen lain yana/oo



Bap Xl
CARA PENAGIHAN

Pasal 16

TAT

-
g

Penegihan retribust dilakukan pada sast pemchen theherlma lzin usaha perikanan dengan
menggunaken SKRD atau STRID.
Bentuk — bentuk formulir yanz digunakan untuk  pelaksutivan  perasihan  retsibusi

:evagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denpdn peraturan Walikota.

BAR X1t
KEBERATAN
Pasal 17

Wajit retribust dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikora atau Pejabat yang
liturtjuk ates SKRD atau dokumen luin vang dipersamakan SKRDLE;

{eheratan diajukan secars tertulic dalam bahasa Indonesia dengan discrizi alasan-alasan
5 h,'.._:

Sl bl wajib reibusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi
prros dapat mentbullikan LetidakSenaran keletapan retribusi lersebut,

wheratan harus dizjukan dalem jangka waktn paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
KRD atan dokumen luin yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan,
eeuali apabila wajil retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waxiu it
duk depat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

{cheratan vang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

3) ridak dianpgap Surat Keberatan, schingea tidak dipertimbangkan,

v ol E
L
™

langajuan keberatan tdak menunda kewajiban membavar retribusi dan pelaksanaan

enagihan retribusi,

Walikota dalem faneka waktu paling Jama 6 (enam) bulan Sejak wnggal Surat keberatan
diterima harus memberi kepuiusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnys alau sebagion,
menolak atay menambah besamya yang terthutang,

Apahila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini telah lewat dan ‘-’r'alikutai/

lidak memberikan suaty keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

—

i



D/ RAL XV
BLENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!

a Walikotz dapat memberikan penguransar Leringangn dan pembebasan petribusi.
Pepulirangan dan keringanal retrikus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat chibgrikan
e 5 e |

{asal 1Y

kepada wajib rotr husi untuk mengangsur

' ok card penguranian, Keringanan dan pebebazan T sribist ditetapkan oleh Walikota.

BAR XV
. EETENTUAN PENYIDIKAN

' Pﬂ"__-ﬂ 1 :’:l:'

a | Prejabal Pegawa Negeri Sipil ton

Peayitk untie melakukan gy

eptu dilingkungan Pemerintall Dacrak diberi wowenang
fhusus sebapa rdilan tindak pidana dibidang Retribusi
9 Dacrah schapaimand dimaksud dalam Undang - Undane Nemer 8 Tahun 1981 tenian?

Hukum Acara Pidana

Wewenani penydik sehapaimana dimaxsud mada ayat (1) adalah :

i Menerimi, prengumpulzan Gun merelil keteranpan atau laporan beckenaan dengan
~rihusi Dacral: agar keterangan atau laporan tersebul menjac

tindak pidana dibidang Re

lenkap dan jelas
ypulkan keterangan mengenal orang pribadi #mau badan

b, Meneliti, mencarl dan mengun
nzan tindak pidana Retribusi

tentany kebentran perbualan yang dilakukan schubungan de

Daerah;
di atzy badan sehubungan dengan

¢ Meminta keterongan dan bk bulkti dari orang prib

tindalk pidana dibidang Retribusi Daerah:

an dan dokumern-dokumen lain berkenaan dengan

i

d. Memeriksa buku Jhuku, calatan-catal

tindak pidana dindang erribisi Daviak;

¢, Mulakukan penupeledahan unt & mendapatkan zahan ki pembukian, pencatdian dan

dokumer-dokumen Lain ser'a qelakikan penyitaan
dalar ranpka pelaksanaan LWEAs penyidikan tin

dak pidana

rerhadap bahan bukti terse bt

[ Meminta baniusn Lerag anli

dihidang tersebnt |
Menryurun b chenti dan atay melarang seseurang nepingzalkan ruangan aau tempal

pada saat pemierikuaan berlangsung dan aemoriksa identitas orang dan atau dokumen. .

4
3

vang dibawa sehapaimana dimaksud miada bural ¢
| b Meomnoire: sescotang yYang werkaivan denuan tindak pidans;
| rersanphka

i, Memanggll gesecrang [[}at Bt

| alay sakst; /!f“’

k didengar keterangannya dan diperiksa sebagal

(=
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D Seelkubon ok Tain vani perlu ik ke lunearan penyldikan tindak pidanit menurat

Mengaentikan penyidizan:

uikunt ying dapal diperangoungjavabhan
vidikan sebugalman dinrsarsud pada ayat 01 memserilaiivkan digulainya penyidizan
nienvampaikan hasil penyidiki Lepuda penuntut umiim. sesual dengan ketentuan

mdang — andangan yung hertaku,

BAB RV
L ETENTUAN PIDANA
F'ii::'ﬁl 21
jip retrinusi yang ligak melaksapakan kewajibennyd sehinggs merugikan keuangan
i) bulun atau denca setingysi-

atph  diapeam pidanc karunga seluyma-tama 6 (@

rotribusi yang rerhutang.

apinya 4 lempat) kall
i dimaksud pada aval ( |y adalah pelanggaman.

wlak pidana gahgaima

BAL XV
KETENTUAN PENUT 1r

crah Nomos 11 Taljun 2001

paka Paraturan D

Perijinan Usaha Perikanan (Lembaran Deerah Xota Kupang Tahun 2001

spat  harlakunys Peraturan Dierah 1ni

g Retribust
v pd7) dinyatakan Tidak Derlaku Lag.

Pasal 23

il vang belum diatus dalam Peraturan Daerah ind, spanjang mengenai Peluksanaanya

diatur lebil lanjut dengan Peraturan Walikota.




Bcrmin———
8
' ;

.1‘);1.1:3#:1.11 inl mulat berlahu pada angy
ahuinya. memerintah

Pasil 24

a diundanghkan.
hgdi setiap orang mengel pengundangan Peraturan Daerah ini

':h-:mpatannya dalam Lembarat Dacrah Ko Kupang.

Ditetapkan di Kuparg
mada tanggal, 3 Movember 2007

([(SALIRGT A KUPANG., /

g
2& fiANJEL ADOFE.

wgkan di Kupans
pirpul, O Novs apaber 2007
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PENJETLASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR GY TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI 171N USAHA PERIKANAN

=

UMUM
tang - Undang Momor 32 Tahun 2004 teniang

Bahwa thenpan Bev kinya Lind
an Daerah dan 1indang Undang Domat 13 Tahun 2004 tentang

Pemerinlan Pusal dan Pemerintah

'eme -rintah
Dgerah, maka

Perpmnatital Ko anbrd
pierintah Daerah Takukan dengan premberikan Lowtaangan Yang

penyuen an P
patilen bl TRt (BTLABLAR 1ot D
oisEn lkt’wh-"ﬂ'll‘udﬁ ini,

pn seliag et Pemerintah Dauernh per

by Dy | vl kepada Draeral
pembed s crar perikanan diharapkan menjadi

Qejalan dengan
u pengelolaan dan

sulipor unggulan Juerain @
agel fresejahieraan masvarakat.

Acli Duaeran berups paiak den
paEme srintahan dan

pomanizatan see cara aptimal be
{intak L. Kool dhust  Pendapalon retribusi
diharapsan wenadi salah sam samher pemayail penyelenggarann

pem brangrundn ¢ Ay daernhe
a Ungang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Depear feled berlakunya
o Pajuk Daeran dun Retribusi

uratahan Unddng - Undany Nomor 18 Tauhun 1997 ienlans
Uyaerah. dimana 1710 11szha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Izin Terenit. dan
san ctonont dapat pelakukan pungulal schagal pembayarin atas

wogdl  hEWETIERA

apepaberian 120 lere il vang djsediakan atan dikerikan olch Pemerintall Dacrah dengan

Lujuan depi dinikmat wleh orang pribadi atau badan hukum dm;am menperhmbanghan
i masyarakat dewasa ini.

dan kondist ekonori
il memberikan kepastian hukurm

dikvidang perikanan

keunhingan yang memadai, aspex keadiian

i maka Peraturan Dgaerah
k mualakukan kegiatan
sernberian izn usaha perikanan
Pembelian

Qehubungzan dengan

hapi OTANE aribadi a1au badan hukum unit

gwaran alas pelavanan
Pancn, Penganglutan Tkan,
{asil Perikenan dan

dipungil retribusi sebagat pemb

(i Penangrapan lkan, Penanganail Pasca

melipt
dun Pengurmpulan lkan serta Sural Keterangan Pengiriman T

R ek omendasi Proses Tran:.
L Pémerintah Deerah Kota I{LMar welzh "rwmda_'-\la'mn

Terhudan il tersebu
apkan Poraturan Noerah Kota Kupang tentang R

dengan me.rIL,
Perlkenan. |

atribust lzin Lisaha

g P 8 9
B 99
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PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Angka |

Cukup Jelas
Angia 2

Cukup Telas
Angkad

Cukup Jelas
Angka 4

Cukup Jelus
Angka §

Cukup Jelus
Angka O

Cukup Jelus
Angka 7

Clukip Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

adaldh ;

: vung dimaksud dengan segala jenis tkan dan biota perairan lainnva

a. lean bersirip (Pisces):

¢. Kerang.

b, 1ldane. Rajungan, Kepiting dan sebangsanya (Cruslacea):

Tiram, Curmi-cumi, Gurita, Sipur dan  scbangsanya

(3atluscal;

[snr-ubur den sehanasanya (Coclenterata);

e

Tesinaiy, Bulu Babi dan sebanpsanya (Echinodermatal;

Kodok dan sehangsanva (Amphibia):

Buuva, Peawu, Kura-kura, Baiwak, Ular Alr dan sebanpsanya

Dane. Lumba-lumba. Pesut, Duyung dan sebangsanya (Mamalia), .

Rumput Laut dan Tumbub-tumbuhan lain yang hidun di dalam ar

Biota perairan lain yang ada kaitannva dengan jenis-ienis terssbut

d:
&
&
a,
(Reptilial;
4%
It
{Adgael;
it
diatus,
Angka 10

Cukup Jelas

Anplka 11

g

Cukup Jelus

"
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Anpka 12
Lithiap Jelas
Angka |8
Cuklp Jelds
Anpka 14
Culiug Jelas
Angks 15 3 Ddya kuda (DX) adalah satzan kecepatan mesin kapal yang dalam
bahasa nugris disebut Horse Power (HP) dan dalam bahasa belanda
discbur Penclijck de Kloch (PE).
Angku 16
Citkup felns
ring_fm |7
Cukup iclas
Anpka IS ¥
Cukup lelas
Anuka 1Y
Cukup Jetas
Aneka 20
CCrkeup lelay
Anpka 2|
Cukup Jelas
Angha 22
Cukup Jzles
Angka Z3
Cukup Jelas
Ablgka 24
Cukup Jelas
Anpha 25
Cukup Jelas
Anpka 26
Cukup Jelas
Angka 27
Cukup Jelas
Angka 28
Cukup Jelas
ATtk 29

Cukup Jelas 4~



Surat 17in Budidava (SIB) diberikan kepada pembudidaya ikan

=4
. L Ly .
_ dengan Lo Tuhan asaha 3 Ha il § Ha
- I' Thurat d - gypat lzin Pembelian dan pengumpulan [kandan Pemasatan
| lkan  dJiberikan kepada oring perorang atzy badun hukum
' ! yang menggunakan kapal ponampung tkat.
Pysal 10
' Cukup lelas
' Pagal | . Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang disingkat STRD, adaluh
Zyrar untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi
' berupu biaya ditn denda
1 Pasal 12 . Yang dimaksud Sufat Keterangan Retribusi  Daerah.
' | yony  disingkal Ak RD  adulal  Swrat  Keputusin  yang
” | menentukan hesarmya fumiuh retribusi vang terhutang
Pasud 13
’ ; Avat (11 o Surar  Pemberilahvan Tagihan Retribusi Deerzh. Yang
i- disingka: SPTRD aduiah Sural yang oleh waiih atribusi
. diguniakan  unfuk melaporkan  perhitungan dan/atau
u % pernbayvarin retribusi, obyek retribusi Peraturan PerUndang - |
} Undanaan Retribusi Daerah.
Ayat (7)) Cuknp Jelas
Aval(3)  :Cukup lelas
] Pasul 14
i Cukup Jelas
i Pagal 13
Avar(1) 1 Cukup Jelas
‘g Ayat (2) 0 Sural xelelapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
- vang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang

meanentukan tambahan alau jumlah Retribusi yang terhutang

vang telah ditetapkan.

Pasal 16

Cukup Jelas
Prsal 17

Cukup Jelas
Posad 138

Cubup talis
Fusal 19

Cukup Jalas
Pasul 20 {

Cukup T|:1as‘/}2-

|2
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Pasal 21

Cukup Jelds
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
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